BUPATI LAMANDAU
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang:

Mengingat

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMANDALU,

bahwa dalam rangka pelaksnaan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak
Pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen
Dalam Negeri dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka setiap
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamandau berkewajiban menyampaikan Laporan Pajak-Pajak
Pribadi (LP2P);

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Laporan
Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten
Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang..........



4. Undang-Undang Nomor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 133);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Hukum Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pegawai Negeri Sipil
Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012
tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2013;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri Dj;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Kab. Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2012,Nomor 36 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN PAJAK-PAJAK
PRIBADI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah .....



Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamandau.

Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Lamandau.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

Laporan Pajak-Pajak Pribadi dalam Peraturan ini disingkat LP2P adalah
Laporan Pajak-Pajak Pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil
Daerah Golongan IlI/a keatas sesuai dengan penghasilannya Kepada Menteri
Dalam Negeri.

6. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lamandau adalah Pegawai Negeri
Sipil Daerah yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
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Lamandau.
BAB 11
KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORANPAJAK-PAJAK PRIBADI
Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lamandau Golongan III/a keatas
berkewajiban menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi.

Pasal 3

(1) Laporan Pajak-Pajak Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,
disampaikan kepada Bupati Lamandau melalui Tim Peneliti dan Penilai LP2P
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(2) Bupati menunjuk atau membentuk Tim Peneliti dan Penilai LP2P di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Lamandau.

(3) Rekapitulasi dan tanda terima Laporan Pajak-Pajak Pribadi Pegawai Negeri
Sipil Daerah Kabupaten Lamandau disampaikan oleh Bupati kepada Menteri
Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB III
PENYAMPAIAN LAPORAN
Pasal 4

Laporan Pajak-Pajak Pribadi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3,
disampaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September tahun pajak berjalan.

Pasal 5

(1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lamandau yang telah menyampaikan
LP2P yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan IIl/a keatas mendapatkan Bukti tanda
terima LP2P yang ditanda tangani oleh Tim Peneliti dan Penilai LP2P
Departemen Dalam Negeri.

Pasal 6

Ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamandau dapat menerbitkan tanda terima LP2P sementara.

Pasal 7
Tanda terima LP2P sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat

diterbitkan apabila :
(1) Pegawai....









